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a 90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
8 2 5% mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
Qo % S perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Q<35

% L ;Z; 5 [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak
j Q J panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau
= ~_ = tidak. Caranya lalah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-
a ‘_ 1) Z masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan
J = 1) 3. dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka
o & @ meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka
& —~: ? akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau
2.9 % 5 yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

TransliterasiArab-

AU ©1AID JPH ©

cLatindalampenelitianinimenggunakannpedomantranliterasiberdasarkanSuratKeput
fusanBersama (SKB)MenteriAgamaRil,
;'I\/IenteriPendidikandanKebudayaanRINOm0r158Tahun1987danNomor:0543b/ U/l
: 987,tanggal22Januari1988.Adapunuraiannyasebagaiberikut:

SA. Konsonan Tunggal

) Q Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin

dapat dilihat pada halaman berikut:
I‘{)UI‘UfAI‘ Nama HurufLatin Keterangan
Q C a
8535 \ Alif Tidak Tidakdilambangkan
& Q Dilambangkan
2:5% - | Ba’ B Be
~Q9R & o Ta’ T Te
5523 & Sa’ S Es(dengantitikdiatas)
ceas z Jim J Je
Z3ga z Ha’ H Ha(dengan titikdibawah)
Qg2 3 ¢ Kha’ KH Ka dan Ha
5353 > Dal D De
5 22 2 3 Zal Z Zat(dengantitikdiatas)
5 23 2! B Ra’ R Er
5 =9 > 3 Zai Z Zet
3 8 a o Sin S Es
2 53 =t U Syin SY EsdanYe
= 82 O o= Sad S Es(dengantitikdibawah)
3 2@ S o= Dad D De(dengantitikdibawah)
5 282 N L Ta’ T Te(dengantitikdibawah)
Z Fa A L Za’ Z Zet(dengantitikdibawah)
? 8 3 < < Ain T Komaterbalikdiatas
5 5S¢ C. ¢ Gain G Ge
. B2 & o Fa F Ef
3 2 = E Qaf Q Qi
= g Q 4 Kaf K Ka

5 ~ J Lam L El

N 2 5 Mim M Em

g = O Nun N En

3 % 5 Wawu W We

= : Ha’ H Ha

> 5 s Hamzah _ Apostrof

Q. s Ya’ | Y Ye

IquID(
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tanda ().
Vokal

auipr puths NI

! [

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda Nama Huruflatin Nama
| Fathah A A
| Kasrah I I
,\, Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

g Tanda Nama Huruflatin Nama
2_1 @w Fathahdanya Ai Adan ]
;;- '?f:}jd Fatf/ljggan Au AdanU
=

Contoh :

Maddah

-::fu-::f:g-::ftﬂ . Kaifa

fJ9% Haula

terasinyaberupa hurufdantanda,yaitu:

Maddahatauvokalpanjangyanglambangnyaberupaharkatdanhuruf,transli

Fathahalif

DitulisD
itulis

A
Jahiliyya
H

pPPNIDS PYLYL UbyYl S JO AlISISAIUN

|
A

IQUUD( L

vii




old

adwaw Buny

uog

9S YDA

oo ele]

Ul S1NE DAJOY Yun|as NDID uDp L

undodo jyniuaqg Wwojop

IQUUIDI DYINS NIN Wzl oduoy

vl
NIOONAVE VHYHL NYHINS
ea 0 1 SYLSHINNT

Al|ILd ©1AI0 HPH @

— I
—_ O
CLO~x
vwvQ 0

® 035 -~

20 —

Z

W

C

—

3

Q

(-

Q

-

-

O

1 "yoi DAJDNY UDSNUSC
" I

usc
NQaAUSW P UDJWNIUDIUaW oduoy |

'uniodno] uounsnA

SO 1IBQUUNS UDNL
| upuyyng 8 AlsiaAlun oIWDIS| 101S

B uosnuad

A
v

0
)

ofuly NDLO

==
¢

SDW NIDNS UDNK

o

~ ~
aLuip

YOI D

TipBnuos o

A
Fathahya" mati DitulisD
itulis
Kasrahya" mati DitulisD I
£A itulis Karim
Dammahwawumati DitulisD U
o2 f itulis Furiid
Ta’ marbutah
1. Biladimatikantulish
fandr Ditulis Hikmah
dag Ditulis ,»illah

Ketentuaninitidakdiperlakukanterhadapkata-kata Arab yangsudah

terserap

kedalam

bahasalndonesia,sepertisholat,zakat,dansebagainya,kecualibiladikehend

akilafalaslinya.

2. Biladiikutidengankatasandang“al”’sertabacaankeduaituterpisah,

makaditulisdengan h.

prig g 5

Ditulis

Karamatulal-auliya*

3. Bilata’marbuthahidup atauharakat,fathah,kasrahdandommahditulist

Jhdgliad )

Ditulis

Zakatulfitri

Syaddah ( Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid ( <) ), dalam transliterasi ini dilambangkan

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh:

-::f:ioifk,-ﬁfy - Rabbana

CC &9 : Al-hajj

Kata Sandang

Aot io: Najjaina

\a& uu Nu’ima

S fJ4: Al-Hagg

% jfﬁ‘ii&: ‘aduwwun
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1. BiladiikutiHurufQamariyyah

21430 Ditulis Al-

v ) Ditulis Al-Qiyas

2. BiladiikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmenggandaka
n huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya,sertamenghilangkankanhuruf/(el)nya

sog) Ditulis As-Sama"“
e Ditulis Asy-Syams

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:
“;stu» > syai’nu

Lafz al- Jalalah

Kata ,Allah“yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi

tanpa huruf hamzah. Contoh:
oo dinullah bl billan
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

3

cdlelniad e g i &b s hum fi rahmatillah
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=:Nama : Meri Nurjanah
=

CNIM : 102180006
Z
S{)\]Udul : Sanksi hukum bagi pengedar narkotika studi kasus polres Tebo

;"Provinsi Jambi
= ABSTRAK

Pengedaran narkotika sangat lah merugikan diri sendiri walaupun mendapat
keuntungan yang besar tetapi hanya sesaat ketika sudah diketahui akan berdampak
dengan orang yang bersangkutanakan mendapat sanksi penjara dan sanksi denda.
Melihat hal yang terjadi pada saat ini, bahwa pelaku pengedaran narkotika ini
sangat lah menyalahi aturan yang ada didalam hukum positif maupun islam.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pengedar narkotika
studi kasus dipolres tebo provinsi jambi, dengan menggunakan metode kualitatif
dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan
sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dengan melakukan pengumpulan data
melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi. Dikaji dari perspektif
perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana
) “(straafmaat) maka UU Narkotika/UU Psikotropika yang berkolerasi pada

0O
= |
~
Qo

3 ij:.-"pengedar" dan "pengguna” terdapat pada pasal 111 sampai 125. Untuk menjamin
= 1’ }ﬁ-PenyaIahguna Narkotika dihukum rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun
5 4a %2009 mencantumkan secara eksplisit Politik Hukum Pemerintah yang dinyatakan
-3 ; . . .
S Ta = secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal 4.
g 23 C
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Latar Belakang
Z

Perkembangan peredaran narkotika cukup cepat merambat ke seluruh dunia .

®uINg

lain diperkotaan peredaran narkotika telah masuk kedaerah perkampungan.

~

@)

Peredarannya bersifat borderless artinya dapat terjadi kepada siapa saja, baik anak,

O

remaja, laki laki, perempuan bahkan termasuk juga orang tua semuanya bisa jadi

~

pelaku kejahatan narkotika, untuk itu sangat diperlukan upaya penengak hukum yang

lebih maksimal agar bisa menanggulangi tindak pidana tersebut.

Narkotika menyebabkan pengunanya akan menghalalkan segala cara agar
mendapatkan barang tersebut karena narkotika yang menyebabkan efek candu yang
akan membuat pengunanya merasa sangat ketergantungan yang jika tidak

mengunakannya narkotika tersebut maka penguna akan merasa sakaw atau gila, yakni
w
dimana keadaan orang tersebut mengalami rasa gelisa atau psikologis akibat
)
I{gécanduanya tersebut karena dampak dari narkobamerupakan sebuah tindakan

-]
kejahatan dan pelanggaran yang sangat mengancam keselamatan, baik fisik maupun

c

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari

aman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau

DUYJrE JO AYIS

! Ismansyah, Penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat
rjinal suara rakyat, (Ghania:indonesia 2007), him. 6.
2Moh, Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta Ghania Indonesia, 2003), him. 49.

—
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perubahan kesadaran dapat menghilangkan rasa atau dapat mengurangi rasa nyeri.
O
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j - I\@rkotika terbagi menjadi beberapa golongan yakni sebagai berikut:

87 Al

“: 1-Narkotika golongan I, berpotensi sangat tinggi yang dapat menyebabkan

@ w

; ::'keterngantungan tidak digunakan untuk terapi contohnya seperti heroin, kokain,

923388 3

8 Iw =9 2Narkotika golongan 11, berpotensi tinggi yang dapat menyebabkan ketergantungan,

A2 =2

o )f digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir, contohnya seperti morfin dan

8 petidin.

; 3. Narkotika gongan Ill, berpotensi ringan yang dapat menyebabkan ketergantungan

i ) dan juga banyak digunakan dalam penerapan sebagai terapi contohnya seperti

3 ; fﬁ codein.

Q § 3 Penengakan hukum terhadap tindak pidana narkotika ini telah banyak

SGga

N s ditakukan oleh aparat hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim disidang

< ;E péngadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor terhadap

, ::) pemakaian terhadap meningkatnya peredaran narkotika tersebut. Ketentuan pidana

> 83 &

S 3 —, Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam pasal 114

5 S 8 y%g berbunyi:

¢ 39 ) i ;

~ > f:'; 1gSet|ap orang yang tanpa hak / melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

3 g —membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli menukar, /menyerahkan
* inarkotikan Golongan 1 di pidana dengan pidana penjara seumur hidup/ pidana
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5 penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling
sedlklt RP.1.000.000.000.00 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000

-.000.00 (Sepuluh Milyar Rupiah).

S NIN 1w o)

— Dalam hal pembuatan menawarkan untuk dijual, menjaul membeli, menjadikan

puLn

“prantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, /menerima narkotika Golongan

viely

> satu sebagaimana dimaksud pada ayat dalam bentuk tanaman berat nya melebihi

Uy

ol

satu kilo gram / melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,pidana
penjara seumur hidup, / pidana paling singkat 6 Tahun dan paling lama 20 Tahun
dan pidana denda dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah

1/3.3

Pengedar narkotika ini sangatlah merugikan diri sendiri, meskipun dengan
keuntungkan yang sangat besar, namun hanya sesaat ketika sudah ketahuan sama
petugas hasil yang diproduksi atau yang dijual itu sia-sia dan berdampak sama orang
w

%ng bersangkutan, jika dibandingkan antara sanksi penjara dan sanksi denda itu sama
Q)]

Ei%rat kebanyakan jika orang tersebut latar belakang keluarga yang sangat pas-pasan.*

Melihat hal yang terjadi pada saat ini, bahwa perilaku pengedar narkotika
sebut sepenuhnya sangatlah menyalahi aturan yang ada dalam hukum positif

aupun hukum Islam. Melanggar hukum negara bahkan agama, jadi hukuman bagi

3Undang Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009
“Moh, Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika (Bandung :RF Sikumbank Ghalia Indonesia,
2003), him. 179.
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2SO JaQUINS UDYINGS:

p@gedar narkotika, harus lah berupa hukuman pidana mati, hal ini disimpulkan
Q

bgfdasarkan teori magasid syariah.

=
.1 Pada zaman nabi yang dinamakan khamr adalah benda cair atau minuman yang
%

tejbuat dari biji bijian atau buah buahan yang diproses sehingga dapat mencapai kadar

)

7

Al

numan yang dapat memambukan, akan tetapi diera modren ini bukan hanya cairan

AL

sé}a tetapi terdapat juga berbentuk kemasan padat maupun gas. Jadi sesuai penggunaan

dapat berupa makanan ataupun minuman, obat, kapsul, serbuk dan lainnya.

Orang yang mangedarkan narkotika baik membuat sendiri atau impordari luar,
baik berupa jual beli taupun diberikan cuma cuma ataupun bentuk penyebaran lainnya
maka pelanggaran yang dilakukan pertama yakni dikenakan hukuman cambuk atau
disita hartanya,atau diberikan semua hukuman tersebut, sesuai keputusan mahkamah,
kemudian jika dia mengedarkan lagi, dia diberi hukuman yang bisa menhindarikan

masyarakat dari kejahatan, meskipun harus dengan hukuman mati, karena
D)

pfé;fbuatannya ini termasuk kedalam orang oarang yang merusak dimuka bumi dan

Q . . ..
patensi berbuat maksiat telah melekat dalam dirinya. Para ulama menengaskan bahwa

)
hukuman bunuh termasuk bentuk hukuman ta’zir yang dibolehkan.

D

“. Nabi shallalahu alaihi wa sallam pernah memerintahkan untuk membunuh

B

ng orang yan segaja berdusta atas nama beliau (dengan membuat hadist palsu).

Ibnu dailami pernah bertanya kepdaa beliau tentang oran yang tidak mau berhenti dari

JWDT UIpPNIDS DYDY UDEINS
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num khamr. Beliau menjawab “barang siapa yang tidak mau berhenti dari minum

mr bunuhlah.”

oIa 7

Hukuman yang dijatuhkan, potensinya berada dibawah hukuman had. Akan

p| kalau penyalahgunaan narkotika itu sama kadarnya dengan miras.maka gisas

ang harus digunakan adalah gisos musawi dan hukuman yang ditetapkan disamakan

SIS r)L,-,r‘zg NIN 11 0210 YoH @

=

dengan hukuman had, begitu juga apabila penyalagunaan narkotika kadarnya itulebih

Dges yoAubcuadwaw Bun:

besar dari miras, maka yang dipergunakan adalah gisas aulawi. Dan hukuman yang
ditetapkan harus lebih berat dari hukuman miras sesuai dengan muatan kadar

narkotika yang dikomsumsi atau disalahgunakan.

Dalam pidana hukum Islam masalah vonis mati bagi bandar dan pengedar narkoba

ini dapat dua perspektif, yaitu perspektif hudd dan fa’zir. Melalui perspektif hudd,

Ul SI|NE DAJDY Yrun|as noio uop uoinh
|

ad’

U

pidana mati tidak dapat berlaku apalagi hanya hanya sebagai pemakai, bukan pengedar

ataw bandar. Hal itu karena manurut Al-Quran dan hadis, pemabuk hanya dihukum

JOY US|

1D}

cafibuk empat puluh atau delapan puluh kali. Akan tetapi kalau dilihat dari perspektif

oY

odD JNiuag Woop

ta zir, sangat memungkinkan untuk divonis mati, terlebih bagi pengedar dan bandarnya.

und
uad 'yoiwu| oA
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oIl

Walaupun narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun para ulama

unsnAi

uo

se@kat bahwa penyalahgunaaan narkotika hukumnya haram dapat merusak jasmani dan

ro@ni bahkan jauh dari melebihi khamar. Para produsen pengedar narkoba yang
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yebabkan kerusakan besar bagi agama bangsa dan negara khususnya bagi generasi

m@a yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa adalah hukuman mati.>

FAN

~ Di Teho sendiri, masalah pengedaran narkotika ini sudah seringkali terjadi,
w

kelﬁanyakan kasus pengedaran narkotika yang terjadi di Tebo dilakukan oleh para

@)

remaja. Sangat disayangkan sekali bahwa pelakunya adalah para remaja yang

—
]

seﬁarusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan umurnya bukan malah
sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukannya sehingga dapat
merugikan orang lain. Dalam hal ini sudah seharusnya peran pihak kepolisian sangat
penting untuk dapat terus berusaha dan berupaya mengatasi dan menegakan sanksi yang

tegas bagi permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan proposal penelitia yang berjudul,
“Sanksi Hukum Bagi Pengedar Narkotika (Studi Kasus Di Polres Tebo Provinsi
0O

Fambi)”

S

up|

umusan Masalah

-
=4 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah
sebagai berikut:

540 A

Lo Apa faktor pelaku melakukan transaksi narkotika ?

Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika ?

SM. Nurul Irfan ,Hukum Pidana Islam (Jakarta : Amzah, 2016), him. 223.
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§ 93 @nya berfokus pada sanksi pidana bagi pengedar narkotika.
35 2 2D. Tujuan Penelitian
® S a
R>8 Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan sebagai
58 Z berikut:
3 %9
£5%
PR 1. Untuk mengetahui faktor pelaku melakukan transaksi narkotika
S33
Z5 3 . - .
£g 9 2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika
3300
= §° 3 3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengedaran narkotika
¢ < E. Manfaat penelitian
32 o Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak
2 q Q
s =3
° f di ntaranya sebagai berikut:
¢ S
33 Secara teoritis
= |
S8 Diharapkan karya tulis ilmiah hukum pidana ini dapat memberi masuka atau
o 8
= secara teoritis bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana
; dalam penengakan hukum peredaran narkotika.
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Secara praktis

Penulis berharap bahwa apa yang dijelaskan dan disajikan didalam penelitian

|

Ve

-
I

upr PUINS NIN

ini dapat memberi kontribusi positif untuk masyarakat dan mahasiswa agar tetap
menjaga kelestarian hidup agar tidak mendekati atau mengkonsumsi narkotika
khususnya bagi pengedar narkotika dan pemerintah agar lebih tegas dalam

memberantas kejahatan dan jaringan narkotika di indonesia demi kenyamanan

U

el

hidup warga negara indonesia.

Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka teoritis
Kerangka teoritis merupakan uraian yang ringkas agar penelitian ini lebih
terarah dan tepat sasaran, kerangkla teori sebagai landasan berpikir guna
mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini sebagai

berikut:

?[J?S

a. Teori pertanggungjawaban pidana

3

Menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggujawaban diartikan

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

un 21D

sujektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu.® Apa yang

dimaksud celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut
merupakan perbuatan yang dilarang maksud dari perbuatan yang dilarang

disini adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan hukum baik hukum

IPPNJIDS DFoy [ uoyyng Jo Ajs

®Roslan Saleh, Pikiran Pikiran Tentang Pertanggu Jawabaan
ana,Cet.1,(Jakarta:Ghaliaindonesia),him.33
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formil maupun materil. Sedangkan maksud celaan subjektif merujuk kepada
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Q
7 oo ; gI_ é sipembuat perbuatan larangan tersebut. Apabila didalam diri seseorang tersebut
5 & E; S ; ada kesalahan yang dapat menyebabkan tidak dapat bertanggu jawab maka
1 ‘ (f pertanggu jawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.
Eb Teori Tujuan Pemidanaan
2 Q
3 Alf Ross mengemukakan bahwa "Concept of Punishment” bertolak pada
dua syarat atau tujuan yaitu:
1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang
bersangkutan (punishment is aimed at anflicting suffering upon the person
i upon whom it is imposed);
? ; 2) Pidaria itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si
i 2: pelaku (the punishment is an expression of disapproval of the action for
~ ' 3 witch it is imposed).
z' _ :53 ; Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, terlebih
f ;E > dahulu dilihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan
a 24
t *D f oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas

nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

a

.
Q
™~
-1
c
=z
(f

.

:
Q

b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang

(SO 18quUNs UoHL

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

IquIOf
2y uosynuad 'uniodoj

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana

NOLO X

menurut undang-undang.
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Berdasarkan uraian di atas, M. Shoelehuddin mengemukakan sifat dan

v
NI0ONAVE VHYHL NYHIS

unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

M

311w D)

8d 'q

-
!

upr BYINS NIN

a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi
harkat dan martabat seseorang;

b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar

AU

sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai

|

IC

sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
kejahatan;
c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh

terhukum maupun oleh korban penanggulangan kejahatan)

Hal senada terdapat pada pernyataan Roscoe Pound yang merupakan

UL UL SN

Ul S1iNs DAJOY Yrun|as

seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan uraiannya bahwa pada akhir

Q
=
-
E__‘.

abad ke-19 tumbuh suatu cara pemikiran baru, dimana sarjana-sarjana hukum

1DIS

tidak lagi berbicara tentang kemauan manusia pribadi, tetapi mulai berpikir

S}

dalam istilah kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan tujuan hukum

\Waw op uojwniuosuaw od

dihubungkan dengan " tujuan sosial Di sini mulai tumbuh tujuan atau fungsi

unsnA

hukum sebagai tool of social engineering, yaitu bahwa hukum telah beralih,

uo

doj

tidak saja sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat,

'UDJo

melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat.
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Dari pernyataan di atas, hukum pidana mendapat pengaruh dari pandangan

upf uosynuad

Rescue Pound, yang akhirnya menimbulkan aliran hukum pidana modem, yaitu
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tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dan sekaligus masyarakat
terhadap kejahatan dan penjahat itu haruslah disertai penentuan tujuan

pemidanaan yang tidak klasik dengan pidana tidak hanya semata-mata sebagai

Suaw Buoiopq ‘|

=
(L

odinBuad ‘o

Y up

pembalasan.

asdun

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para

,
IQUIDI PYINS NIN A1 03diD 3OH ®

33 ANIUN DAUD

uad
S NDLO UDP UDIBDC

ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan dari

203G

dijatuhkannya pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas

tiga golongan besar, yaitu:

1ad

o
UD} 1UI SINY DAIOY Yrun|d

a. Teori absolut / teori pembalasan / teori retributif (Vergeldtngs Theorien)

b. Teori relatif / teori tujuan (Doel Theorien) I (De Relatieve Theorien)

ysuad 'uoyIpiK

c. Teori gabungan (Vemegins Theorian)

2.»Kerangka konseptual
Q

® Agar penelitian lebih terarah dan tepat sasaran maka penulisan menganggap

‘;_/'\A

p%rlu menggunakan kerangka konseptual sebagai landasan berpikir guna mendapatkan

Ausw op uoywNiuoduaw od

O
konsep yang benar dan tepat dalam menyusun proposal skripsi ini sebagai berikut:

nqoe
/"-.! L

)
a. Sanksi hukuman

+

sanksi atau hukuman sebagai hukuman merupakan balasan yang setimpal atas

{ISD JAQUUNS UDH!

perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat

perbuatannya.
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Pengedar

Pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa

311U DJBIO YOH @

-
I

JUIDr DYLARS NIN

(menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya.
Narkotika
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

™~

IC

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori teori yang dari pustaka yang berkaitan

dan mendukung penelitiam yang akan dilakukan, dalam pembahasan ini peneliti akan

mengurai  beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan
m

g;wmasalahan yang berkaitan dengan sanksi bagi pengedar narkotika. Diantaranya
s;_%bagal berikut:

3_)

1) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Umar Fakultas Hukum
fD Universitas Hasanudin Makassar, dan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis

Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja Dikota Palu penelitian ini dilakukan

C pada Tahun 2015. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada pertimbangan dan
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penerapan hakim terhadap pengedar Narkotika Jenis Ganja berdasarkan keputusan

pengadilan negeri palu No. 314/Pid.B/2012/PN.PL.’

*[I[IVe)

2) Penelitian yang dilakukan oleh Ira Nurliza Fakultas Syariah dan hukum
Z

& Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda Aceh, dan skripsi yang

+

- berjudul Hukuman mati terhadap pengedar narkotika tijauan Magqasis Al-syariah

LUK

5> Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, Pada penelitian ini peneliti lebih fokus

-

11

dalam pemberlakuan hukuman mati bagi pengedar narkotika ditinjau dari syariah
islam serta pemberian hukuman menurut tinjauan Magasis Al-syariah. &

3) Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fatimah Fakultas Hukum Universitas
Hasanudin Makassar, dan skripsi yang berjudul Analisis Kriminologis terhadap
Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan di Kabupaten Sidrap penelitian ini
dilakukan pada Tahun 2016. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada Faktor

faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta

w
+

¢

upaya penanggulangannya.®

J '

I

e

4) Penelitian yang dilakukan oleh Dhania Soraya Fakultas Hukum Universitas

D|

- Hasanudin Makassar, dan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak

QI

5 Pidana Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Pengawai Negeri Sipil Di

Q)
W

“Kabupaten Pangkep penelitian ini dilakukan pada Tahun 2017. Pada penelitian ini

O

E'_ "Muhammad Irfan Umar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Ganja”,
ggripsi, sarjana universitas hasanudin, 2015.

5 8Ira Nurliza, “Hukuman mati terhadap pengedar narkotika tijauan Magasis Al-syariah”, skripsi

Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2019.
' ® Sitti Fatimah, “Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh
Perempuan”, skripsi, universitas hasanudin, 2016.
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‘peneliti lebih fokus pada Penerapan hukum pidana materil serta penjatuhan

terhadap pelaku tindak pidana Peredaran Narkotika Oleh Pengawai Negeri Sipil.1°

IN Al 01dID JOH D

Dari keempat penelitian diatas yang berhubungan dengan sanksi narkotika,

ka penulis dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul “Sanksi Bagi Pengedar

BNS N

rkotika (Studi Kasus Di Polres Tebo Provinsi Jambi)” berbeda dengan dengan

(89 fg D

&enelltlan sebelumnya penulis lebih berfokus pada sanksi pidana bagi pengedar

narkoba didalam undang undang No. 35 tahun 2009.

DIS

|
4

Dhania Soraya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika yang
dilakukan oleh Pengawai Negeri Sipil”, Skripsi, Universitas Hasanudin, 2017.
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o SA. Rendekatan penelitian
Q \7
a o] Pendekatan adalah cara atau usaha bagi peneliti dalam memutuskan suatu
% —

salah atau sudut pandang dalam penelitian ini. Jenis penelitian dalam penelitian ini

o Lg D

Elalah sosiologis emperis yang artinya adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan

:Buopun-Buopun ;ﬁ.mo. 1q

pada kenyataan yang ada di lapangan dan observasinya masuk akal dan tidak

S NDLO UL P UDIbDga

mengada-ada karena memiliki bukti nyata dan telah terjadi di lingkungan masyarakat

1ad ur

e

8s NDID UD P uUsIBBD gas Y pAubCuadwaw Buoiouq Z

tersebut.

Bu
"UDAIPID

S
‘_T
5 98 & B. Tempat dan waktu penelitian
:g E lé j
zeg 8 Penelitian ini dilakukan di polres tebo provinsi jambi.
o &2 2 C. Jenis dan sumber data
g3¢c@
583
2735 Lolenis data
8 32 & Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan yakni data primer
a 229 %
ke ~ 3
5 8% 5) -dan sekunder.
3 8¢ S
S 33 5 a. Data primer
-1 > 3 .4
c o¢g ‘i’r. . . ] o . ]
z 3 3 < Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dari sumber asli, data
< 2a O
_ ; a & primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang
Q s 7' ==
g 3 5 diperoleh secara lansung dari sumber maupun lokasi objek penelitian atau
> -
-0 — . _ . - -
= = keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data primer
>
S Q
= w
I Q
o) C
& Q.
Q
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3 T
83 O tidak diperolenh melalui sumber perantara, bahan bahan data primer yakni
: Q
7,, o ;gI_ 3’1 berupa undang undang dan peraturan teknik lainnya yang berkaitan dengan
Q2 E%? . objek penelitian. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan hasil
o Z
23 (;/’ observasi lapangan. Data penelitian ini hasil dari wawancara dan undang undang
o= 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Q0
Q.3 ,?,jb. Data sekunder
' j g Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang
Q@
Q'

melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada, data sekunder
merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak lansung

atau melalui sumber perantara. Data ini didapatkan dengan cara mengutip dari

JOY Yrunjas NoLo

sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, bahan bahan data sekunder berupa

UDJ 1UI SN DAJDY Yrun|as

buku, majalah, jurnal dan sebagainya.

2. Sumber data

undodo Jnuag Wojop Ul SNt DA

75 ; Sumber data peneliti ini ialah sumber objek dari mana data tersebut diperoleh.
3 - Dapat berupa bahan pustaka atau orang informasi atau responden penentuan sumber
o O
-D ;;data ditentukan seperti sumber data dari dokumentasi dan sumber data dari
; -

A

lapangan sedangkan sumber data dalam penelitan ini bersumber dari informasi dari
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Feknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan penelitian

i, dilakukan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid

ﬁn konprensif yakni sebagai berikut:

Observa3|

Observasi adalah suatu pengamatan secara lansung yang dilakukan dilapangan.
Apabila salah satu teknik pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian,
tercatat, serta sistematik maka pengambilan data secara observasi dapat dikontrol
secara rehabilitas vasiliditasnya. Observasi memiliki beberapa proses yang
kompleks, observasi tersusun dari beberapa yang komplek, observasi tersusun dari
beberapa proses yang berupa proses biologis dan pisikologis. Observasi dapat
dibedakan menjadi dua bagian dari dua proses pelaksanaan dalam pengumpulan

data, yaitu adalah participan observation (opservasi berperan serta) dan non

- participant. 1

Dalam penelitian ini, penelitan menggunakan metode observasi nonpartisipan,
' karena peran peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan mencatatat apa yang
dlperlukan dalam penelitian ini selama proses observasi dilakukan untuk keperluan

anaI|S|s pengecekan data kembali.

IPPNInS DEOYJ upylng Jo ,."1.,|>Ja,r-1L‘“ DIWD(S| BIDIS

I\.-\.A‘ [_) 1‘\ L.A

~
-

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.Cet ke-19, (Bandung Cv

abeta,2013), him.145-146
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Wawancara

I 014D JOH @

A

™~
I

Wl pying Nin

Wawacara membantu menguatkan data yang didapatkan saat melakukan
observasi dalam melakukan penelitian sehingga data yang didapatkan tidak
diragukan lagi keabsahannya, wawancara ialah cara atau proses pertukaran

informasi dengan melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi yang

<

el
-

perlukan. Dalam penelitian ini wawancara yang dingunakan tidak terstruktur atau
wawancara yang bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah

ditentukan atau tersusun secara sistematis dengan data yang lengkap.*2

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari catatan peristiwva yang sudah berlalu
dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya karya monumental dari
seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data dari melalui data peninggalan
gt)ertulis seperti arsip dan termasuk buku buku tentang pendapat, teori dan lain lain

+

=
zyang berhubungan dengan penelitian.

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data

S

&

L

mudian penelitian melakukan pengelolahan data dengan cara berikut:

Reduksi data

Yl uoyyng o Al

: 12Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.Cet ke-19, (Bandung Cv
fabeta,2013), him 197
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83 O Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat

s Q
S oo gI_ Sserta secara rinci dan teliti dalam teorinya semakin lama penulis menulis
- 23 S % Ckelapangan mak jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu
38539 Z
$00 3) 2 8diper|ukan segera menganalisas data melalui reduksi data, memproduksi data berate
7 : l_c ;:"merangkum, memilh hal hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal yang penting,
~ f‘ ?,jdicari tema dan polanya, dengan demikian data yang direduksi akan memberikan
Q - gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian data selanjutnya dan

mencari bila diperlukan, reduksi data dapat dibantu dengan perantara elektronik
seperti computer yang memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Penyajian data

Setelah data reduksi maka langkah untuk selanjutnya adalah menciptakan data

dalam penelitian kualitatif. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk urain

singkat hubungan kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini miles 24 dan hubermer

1984 menyatakan yang paling sering dingunakan untuk menyajikan data dalam

w
-
Q

21

\

—penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.
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:E\i GAMBARAN UMUM POLRES TEBO

Sejarah Berdirinya Polres Tebo

“ Polres tebo berdiri pada bulan januari tahun 2003,dikantor yang pertama yang

e

tgértempat di simpang tugu yang pada saat ini adalah kantor polsek tebo tengah,
seiringnya berjalannya waktu, pada tanggal 25 februari 2004 diresmikan menjadi
kantor polres tebo yang berada dijalan lintas tebo jambi KM. 4 dilokasi kabupaten tebo
yang diresmikan oleh kapolda jambi bapak brigen Pol. Drs. Joko Mudjianto, Polres
pada saat itu dipimpin pertama kali oleh AKBP. Drs . Irwanto, M.SI dengan rentan

jabatan dari 2003-2004.

Kemudian digantikan olen Kapolres ke-2 yakni AKBP Drs. Teguh
§/a}1rwono,M.Sl dengan periode jabatan 2004-2005, Kapolres ke-3 dipimpin oleh AKBP

8rs. Halim Pagara dengan masa jabatan periode 2005-2006, Kapolres ke dipimpin

U 9.]5

eh AKBP Drs. Syamsudin Lubis S.H, dengan masa jabatan 2006-2008,kemudian
mpuk tertinggi pimpinan Kapolres Tebo dipimpin oleh Kapolres ke-5 yakni AKBP

anky Hariyanto P.S.H dengan masa jabatan periode 2008-2009, kemudian

J”lL N8Il

£is)

d ngantikan oleh Kapolres ke-6 yakni AKBP Muharipin, S.I.K dengan masa jabatan

J0

periode 2009-2011, kemudian digantikan oleh Kapolres ke-7 yakni AKBP Drs.Zainuri

/Rhwar dengan masa jabatan periode 2011-2013,kemudian dingantikan oleh Kapolres

| UK

lg98 yakni AKBP Indra ratian S.I.LK dengan masa jabatan periode 2013-2014,

UIPP NS DYDG

IquIDf
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0
~
o)
Kemudian dingantikan oleh Kapolres ke-9 yakni AKBP Drs. Satrio dengan masa
Q
jabatan periode 2014-2015, kemudian dingantikan oleh Kapolres ke-10 yakni AKPB
/:\

é:man Guntoro S.I.K dengan masa jabatan periode 2015-2016,kemudian dingantikan
_éi[’eh Kapolres ke-11 yakni AKBP Budi Rachmat S.I.K,M.SI dengan masa jabatan dari
é}l?-ZOl&kemudian dingantikan oleh kapolres ke-12 yakni AKBP Zainal Arrahman
®)

%’I.K dengan masa jabatan periode 2018-2019,kemudian dingantikan oleh Kapolres
ke-13 yakni AKBP Abdul Hafidz S.I.K, M.SI dengan masa jabatan periode 2019-
2020,kemudian dingantikan oleh Kapolres ke-14 yakni AKBP Gunawan Tri Laksono
S.ILK dengan masa jabatan periode 2020-2021,dan kemudian dingantikan oleh

Kapolres ke-15 yakni AKBP Fitria Mega M.Psi,Si dari 2021 sampai sekarang.*3
Letak Geografis Polres Tebo

Letak geografis polres tebo berada dijalan lintas KM.04 muaro tebo pedaro

rampak, tebo tengah Kab tebo jambi dengan kode pos 37573 terletak pada koordinat :
e
o]

I/i473006” - 102.460503

Kabupaten tebo umumnya merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit

Z|UMN DIWD

l;yklt dan rawa rawa dengan kemiringan yang bervariasi, adapun luas lahan

bérdasarkan kemiringan yaitu kemiringan 0-2% seluas 66.400 HA (10,28%)

JO |

kemiringan 2-15% seluas 456.800 HA (70.70), kemiringan 16-40% seluas 80.000

3polres tebo, Sejarah Berdirinya Polres Tebo, 14 Februari 2022
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APH ©

A (16,38) dan dengan kemiringan 40% seluas 42.900 HA (6,64%), berdasarkan

islle)

130

tinggian tempat dari permukaan kawasan kabupaten tebo polres tebo dikelompokan

Al

diwilayah kecematan tebo tengan dengan ketinggian 50-100 meter. 4
Z

&

Visi dan misi polres tebo

Q

) — ..

L) Visi polres tebo

-

O

"Terwujudnya kabupaten tebo yang aman dan tertib

N

. Misi polres
Melindungi,mengayomi dan melayani masyarakat
3. Tujuan
a. Menjamin terpeliharanya keamanan ketertiban masyarakat

b. Menengakkan hukum secara adil

c. Memwujudkan polres tebo yang profesional
w
% d. Modernisasi pelayanan polres tebo

|
|

Menerapkan manajemen polres tebo yang terintegritas dan terpercaya.'®

@

14 Polres Tebo, Letak Geografis Polres Tebo, 14 Februari 2022
15polres Tebo, Visi dan Misi Polres Tebo, 14 Februari 2022
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SATPOLAIR

SATPAMOBVIT

WAKA KAPOLRES

ktur Organisasi Polres Tebo

>
@ Hak cipta milik BN Sutha Jambi el University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

.\@/ Hak QUR@O;:QSQ Undang-Undang:
D/ 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a a. Pengutipan hanya uniuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjoauan suatu masalah.
sumanmanasacuoon  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waijar UIN Sutha Jambi
s 2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpaizin UIN Sutha Jambi
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-5 d=. Tugas pokok polres tebo

3T —

@a0C Z—

Q ¢

* o

935 a.» Tugas kapolres

- < . Didalam pasal 81 huruf a tugas kapolres telah diatur yaitu sebagai pimpinan polres

c o0 Q

2828 3 . .

<3@ g yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolres adapun tugas

~ 3 C —

Lq? )

%98 kapolres yaitu:

2

1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendali suatu organisasi di
lingkungan polres dan unsur pelaksana kewilayah dalam jajarannya termasuk

kegiatan pengamanan markas

2. Memberi saran perimbangan kepada polres yeng terkait dengan pelaksanaan

tugasnya

w
b2 Tugas wakapolres
)]

Q Wakapolres merupakan unsur pimpinan polres yang berada dibawah dan bertanggu

DI

-jawab kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari hari waka polres bertugas

Talts
|1

A

' sebagai berikut:

SAlIL

A | | .y

O J

10 Membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur,

2SO JBQUUNS UDHINQBAUSW DD UDNWNIUDIUSW DAUDY 1UI SIINE DAIOY Yrun|as 1

INS 4

mengendali dan menkoordinir pelaksana tugas seluruh satuan organisasi polres.

+
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JDalam membatas kewenangannya memimpin polres dalam hal kapolres

berhalangan

> 1[][89! D,’CD JOH @

-
|
!

Memberi saran pertimbangan kepada kapolres dalam hal pengambilan keputusan

berkaltan dengan tugas pokok polres.

[ PYINS [\‘ (

o

Tugas siwas

I
)

Siwas berada dibawah pimpinan kasiwas,yang bertanggung jawab kepada
kapolres dalam pelaksanaan tugas pokok siwas yaitu melaksanakan monitoring dan
pengawasan umum baik secara rutin maupun insiden terhadap pelaksanaan
kebijakan pimpinan polri dibidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh
semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian
Kinerja serta memberi saran tindak terhadap penyimpanan yang ditemukan, adapun
yang membantu dalam tugas siwas yaitu:

X
:;‘ Subseksi bidang operasional, disingkat subsibidops yang bertugas
i:SLmelakukan pengawasan dan insidentil dibidang operasional oleh semua unit kerja.

J

—'Mulal tahap perancangan,pelaksanaan dan pencapaian kinerja dan bertanggung

\f\'

A

= jawab kepada kasiwas.

E) Subseksi bidang pembinaan, di singkat subdibidbin, yang bertugas
%

; melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insedentil dibidang
=

S pembinaan yang meliputi personil, meteriil, fasilitas, jasa dan bertanggung jawab
—

5i pada kasiwas.

a

w

Q

c

o)

o

|
A
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O,

O Bintara administrasi, disingkat bamin, yang bertugas membantu tugas pada
0

5’1 masing masing subseksi yang ada disiwas dalam melaksanakan tugas ketatausahaan
=

Cadministrasi sehari hari dan bertanggung jawab kepada kasubseksi.

Z

%

= Bintara umum, disingkat banu bertugas membantu bamin dalam
& pelaksanaan tugas sehari hari dan bertanggung jawab kepada bamin. Sesuai denga
-]

™~
-

- tugas poko dan fungsi siwas polres tebo dalam rangka pengawasan dan monitoring,

fungsi siwas yakni sebagia berikut:

1. Pelaksanaan monitoring secara rutin maupun insedentil

2. Pemberi saranan terhadap penyimpangan

3. Penyusunan adminisistrasi umum dan perencanaan

Dan kegiatan kegiatan siwas meliputi:

=

Melakukan suvervisi kesemua unit kerja secara berkala

N

Melakukan perivikasi mutasi pejabat dilingkungan polres dan polsek

| DIWD(S| B1DIS

1M
i1

JISIDAIU

w

Melaksanakan pengkajian masalah atas pelaporan

s

Melaksanakaan koordinator dengan fungsi terkait

ol

Membuat saranan tindak

o

Membuat laporan kegiatan yang dilaksanakan

|
A

L

50]e
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~
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IQUUIDr PUYLINS NIN AN 01dID JPH @

13

‘Tugas seksi keuangan

- Seksi keuangan bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keungan yang meliputi:

a. Pembiayaan

=

Pengendalian
Pembukuan

d. Akuntasi dan perivikasi

e. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan
e Tugas sium atau seksi umum

Suim bertugas pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan serta

pelayanan markas dilingkungan Polres Tebo.

OIS

. Tugas propam

1 Melaksanakan pembinaan dan pemeliharan disiplin

2 Melaksanakan pengamatan internal

* 3. Melakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh

anggota polri atau PNS polri

16 pokumentasi polres tebo, 2022.
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= 28
T

O

9

0

O4. Melaksanakan sidang disiplin dan kode etik profesi polri serta rehabilitas
Q

=3 personel

fZTugas sitipol

w

<

a Adapun tugas sitipol yaitu sebagai berikut:

a

=

f;jl Menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan imformasi

2. Meliputi kegiatan komunikasi kepolisian

3. Pengumpulan pengelolaan, sertapenyajian data, termasuk imformasi kriminal

dan pelayanan multimedia

Tugas SPKT

1. Memberi pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pelapor atau pengaduan

., Masyarakat

=Ylo)!

2. Memberi bantuan dan pertolongan serta memberi layanan informasi

WD

Tugas kabagoperasi

1. Merencanakan dan mengendalikan adminitrasi kepolisian

. Pengamanan kegiatan masyarakat dan instasi pemerintah

=3. Menyajikan imformasi dan dokumentasi kegiatan polres serta mengendalikan

maskas

IQUUD [ UIPPNIDS DYDY| uou;mg &J
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APH ©

Hio

Tugas kabag rencana

|
-

I D

= 1. Menyusun rencana kerja

X

<

Z - - - -

<C/>2. Mengendalikan program serta menganalisis dan mengevaluasi/pelaksanaannya.
= :

©  Dan termasuk merencanakan pembangunan suatu kewilayahan.

o)

S
o5 Tugas kabag sunda

1. Pembinaan administrasi personel

2. Saranan dan prasarana

3. Pelatihan fungsi

4. Pelayanan kesehatan

5. Bantuan dan penerapan hukum

S

—

Q ..
o;Dx Tugas suatu reserse kriminal
\

Satreskrim yaitu bertugas melaksanakan penyelidikan,
penyidik,pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi indentitas dan

laboratorium forensik lapangan serta pembina, korninasi serta pengawasan PPNS.’

17 Dokumentasi polres tebo,2022.
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Sat intelkam bertugas menyelengarakan dan membina fungsi intelijen
bidang keamanan dan pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum
dan penerbitan SKCK (surat Kketerangan catatan polisi). Menerima
pemberitahuan Kkegiatan masyarakat atau kegitan politik, serta membuat
rekomendasi atas permohonan izin pemengang senjata api dan pengguna bahan

peledak.

2. Tugas satuan reserse narkoba
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Sar resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan,
penyidikan, pengawasan penyidik tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkoba, serta pembina dan penyuluhan dalam rangka pencengahan dan

rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Tugas satuan Bimas

Satbimas bertugas melaksanakan binaan masyarakatyang meliputi kegiatan
penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas),
melaksanakan koordinasi, pengaswasan dan pembinaan terhadap bentuk bentuk
pengaman swakarsa (pan swakarsa), kepolisan khusus (polsus) serta kegitan
kerja sama dengan organisasi, lembaga, istansi, atau tokoh masyarakat guna

meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan
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ketentuan dan peraturan perudang undangan serta terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat.

— I
— O
O =
a0
3 L)
QT
=
@ G
3 9
3 =
Q>
3 Q
Q

4. Tugas satuan sabhara

A
(L

Satsabhara bertugas tujawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan

dynb

instansi pemerintah,objek vital , TPTKP, penangan tipiring dan pengendalian

JWIDr DYINS NIN Al A1 YOH &)

yoAuocquadwew Suoionq -z

Slatale

10 UDP UDIBDQas C
:Buopun-Buopun!

¢ {_J
53 masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta
—; pengamanan markas.
g 5. Tugas satuan lalu lintas
<l
2£50 o : .
8.7 2 Satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas pendidikan
J P -) masyarakat lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi
503 % kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan
2223
8 = )
598 1) o penengakan hukum dibidang lalu lintas.
S 28 P 6. Tugas satuan tahti
Q - wv
T &8 Q
g I3 =
5 09 ol Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan
Q =g =
= o T =5 . . .
8 SS = kesehatan tahanan,pembinaan tahanan serta menerima menyimpan dan
S BE& Z: mengamankan barang bukti serta adminitrasinya dilingkungan polres,
w 237 =
C o @ O . .. .
F 2 ; — melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan
19 ko] :i' 50
?_:'_ % - io 18
3 £ =~ perundang undangan.
g 3 a

S 5

N 3

3 = 18 Dokumentasi polres tebo, 2022.
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

-aktor Pelaku Melakukan Transaksi Narkotika

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat semakin cepat

kembang Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir

I&uor r_)L,;r‘Q,"'Nq 3l 011D YOH B

masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri
yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang
menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau

melakukan tindak kejahatan.

Perihal tentang kejahatan Narkotika mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita
semua. Hal ini dapat diketahui dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai
kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang berhasil diungkap oleh aparat

kgpollsmn mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan sampai

memproduksn Kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah

mgnlngkatnya penggunaan Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.

AlUN

1/3 Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di kotakota besar
téapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan
W

masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat

b%wah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini

WD UIppNInS pyoy|
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-
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pemprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan karena harus rusak akibat dari

enggunaan narkotika dan sejenisnya.'®

Wawancara bersama bapak Irvan Pane, pegawai Kasat Resnarkoba Polres Tebo

pouINS NIN >|\Tg o) Bﬁl:) JOH @

“Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan. Saat ini, penyalahgunaan narkotika melingkupi
semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak.
Segingga mengakibatkan peluang bagi Pengedar narkotika dan meningkatnya kaus
pengedar narkotika dari tahun ke-tahun yang akhirnya merugikan kader-kader penerus
bangsa terkhususnya di Tebo”.?°

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan
menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negative, khususnya
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Sebab pribadi semacam ini, biasanya
tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga

RiganegKrgatitr peanalygnsemandgingaubaktin biasamyaiseijadi Kaddaanasgpenangi ¥rag

genimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orangorang semacam ini tidak dapat

-

e
memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan

DILDIS| €

3\

arkoba sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya,

cara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan Tindak

PA ,|>&4 AlL

dana Narkotika dapat dibedakan atas Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor

19 Asrianto Zainal, “Penegakkan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika Ditinjau dariAspek
riminologi”, Jurnal Al-,, 4dl, Vol. 6, No. 2, (Juli 2013), him. 45
20 Wawancara Dengan Bapak Irvan Pane, Pegawai Kasar Resnarkoba Tebo, 14 Februari 2022,
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-
0
~
0
aternal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan Faktor

O

Eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Menurut Sudarsono,

A

bahwa penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dilatarbelakangi oleh beberapa
Z

gebab, yaitu:?*

k- Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang

Ut oy

el

O berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita

N

. Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial

3. Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks

4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
5. Mencari dan menemukan arti hidup

6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup

7. Menghilangkan kegelisahan, dan frustrasi hidup

v Sedangkan Menurut Tim Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa terdapat

@)

l_ﬁéberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau individu menyalahgunakan

S

I

IUZD

arkotika dan Psikotropika, antara lain:

1__2_', Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang

D
v, akibatnya dikemudian hari

2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
Keinginan untuk bersenang-senang

Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup

21 Sudarsono,Kenakalan Remaja, Cet. I1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 67.
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O

0 Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok
O

6*:’5:Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup

=

7:-Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah
&i‘Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan ataukelompok

-

Spergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika, dan
O

%Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak™ pada narkotika dan psikotropika
Secara umum, bukan istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu
banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan
tentang pengedar dan penyalahguna Narkotika, serta bagaimana korban dari berbagai
kalangan dan wusia berjatuhan akibat penggunaannya. Selain itu, terdapat
pengelompokan faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana Narkotika,

diantaranya sebagai berikut:

l«oFaktor Internal Pelaku

Q
’D Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang
%:terjerumus kedalam Tindak Pidana Narkotika, penyebab internal, yaitu :

;'a. Perasaan egois, merupakan sifat yang di miliki oleh setiap orang, sifat ini sering
é kali mendominir perilaku seseorang secara tanpa sadar, demikian juga bagian

orang yang berhubungan dengan Narkotika atau para Pengguna dan Pengedar
Narkotika, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan Narkoba atau para

Pengguna dan Pengedar Narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat

~
-

JUD UIPPRNJIDS DYDY upyling Jo Al
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83 O mendorong seseoranguntuk memiliki dan/ atau menikmati secara penuh apa
> Q
: = yang dapat diperoleh dari narkoba.??
=
C b. Kehendak ingin bebas, sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki
Z
¢ manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma
"; :‘ yang membatasi kehendak bebas tersebut.
2 )

A LAA

c. Kegoncangan jiwa, hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang

‘el

B
[

YUDD U \'\‘:'lf
1020 U0 D UDIoooOd

secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapinya. Dalam keadaan jiwa

yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai

; Narkotika, maka ia akan dengan mudah terlibat Tindak Pidana Narkotika.?®
; ? d. Rasa ingin tahu, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang
jf ; : usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif,
QZ=
1 g«:j tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang
— ;i? Narkotika, ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang
STéf
i’ B ;" : 3’ tergolong dalam tindak pidana narkotika.
: ; % 2; Faktor Eksternal Pelaku
Y a¢ Q
t : f) % Faktor yang di luar diri pelaku penyalahguna narkotika, di antaranya yang
Zj E "f ; paling menonjol dalam kasus narkotika, yaitu :
(:; — f] j a. Keadaan ekonomi, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekonomi
Z T3 =
f 5 T 3 yang baik dan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang
;’_ ; - g baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan
g Z a

; : 2 AW. Widijaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung:

= ,ﬁmlco 1985), him. 25

3 AW. Widijaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika.....hlm. 26
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mudah.?* Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka
pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha
untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Pergaulan atau lingkungan, yaitu pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari
pergaulan atau lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja
dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga itu lingkungan tersebut dapat
memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang.?® Artinya akibat yang
ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat
melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di
lingkungan tersebut Narkotika dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan
sendirinya kecenderungan melakukan Tindak Pidana Narkotika semakin besar.

Sebagaimana diketahui kejahatan Narkotika telah sedemikian rupa sehingga

perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan ketentuan

f,fdana berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dengan prekursor

léiarkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif seta

0

@encapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana

ﬁ}hdang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dilakukan secara

t| hati.

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari perumusan tindak

ana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu

1 LDL'g_ﬁ

2 AW. Widijaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung:

%’mlco 1985), him. 28

0§ DY

uippny

IquUID [

% AW. Widijaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika ........hIm. 30



oI0)Q Z

F 1040

s JyDAubcuadwaw Bu

0q

¢

Q

J
Q
=
Q.
Q
5.
Q

'
Q.

dodo jynuaq woj

un

oYINg NIN Wzl oduoy

IQuUOf

Oop I SiNg C.“-;OI{ yrun|a

BE 03N VIS

[®]
(0]
=

;
;
35
=1

e
Q
=3

)
‘.":1
-]
a
Q

JOY US|

Uall D uoiyuwn

uad "yoiw| oA

1qQaA

nsn A

sinuad 'uniodoj uou

uo

1A

2 A

- I
N1DNS UDNOA

J

38

\/1 UI—- )

@IS

anya semangat memberantas peredaran Tindak Pidana Narkotika dan prekursor

-

arkotika serta perlindungan terhadap Pengguna Narkotika.?®

™~
!

| A1l D

Terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana
Lindang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu, mengenai
pemberantasan dan prekursor narkotika, serta mengenai penyalahgunaan Narkotika
dan Pecandu Narkotika. Mengatur tentang pemberantasan peredaran Narkotika
ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan
berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127
dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapakan perhatian, bahwa ketentuan seperti
Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka pengedaran, baik
dalam perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk

kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja sehingga ,,serampangan“ , misalnya

seorang Penyalahguna Narkotika dijatuhkan ke Persidangan dan dikenakan ketentuan-
ketentuan tersebut.

Disadari, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah
Iignyalahguna Narkotika atau Pengedar Narkotika. Penegak hukum khususnya para

FI%kim, harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal

S

o)
111 sampai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

JBQUUNS Ul

2SO

UIPPNIDS DYDY Ubyyng Jo Al

% Ar.Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
09 Tentang Narkotika, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 224
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meriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah Narkotika sebagai

ang bukti serta keterangan para ahli setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan apakah

[\g >H|°‘ D,'gl:) JOH @

nar-benar sebagai Penyalahguna atau memang ada motif berkaitan dengan
@ngedaran Narkotika dan prekursor Narkotika. Bisa jadi, dalam jumlah yang menurut
penllalan rasional sedikit, namun apabila pemeriksaan yang teliti oleh saksi ahli

"\

ginyatakan jumlah yang sedikit bukanlah merupakan jumlah yang wajar untuk
oﬁgunakan, hal ini menjadi petunjuk awal dan sangat diragukan apabila Narkotika
tersebut akan dikonsumsi atau digunakan sendiri. Sehingga, jumlah yang menurut
penilaian rasional sedikit bukanlah jaminan akan dikonsumsi sediri, bisa terjadi dari
jumlah yang sedikit terbukti bagian dari pengedaran.?” Aparat penegak hukum dalam
menetukan Penyalahguna atau Pengedar, harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal
yang menjeratnya dan menjatuhkan yang membuat jera Narapidana. Ringan sanksi
pidana yang tidak menimbulkan efek jera, baik pelaku kejahatan Narkotika

éﬁbagaimana yang disebutkan dalamketentuan pidana pasal 111 sampai dengan Pasal

le? Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.?

®)

Q_)-», Penyalahgunaan narkotika ialah salah satu jenis kejahatan yang memiliki

é_lampak sosial yang sangat luas serta kompleks. Pada konsideran Huruf ¢ Undang-
tindang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa,Narkotika di
gtu sisi ialah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau

w

éfelayanan kesehatan dan pegembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula

27 Ar.Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35Tahun
09 Tentang Narkotika, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. 226
28 Sudarto, Bahaya Narkotika, (Bandung : Amco, 2004), him. 136
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penimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau

D130 YOH @

-

di

(S

unakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pada Pasal 1

apngka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan

T

o

s

T —
o) : g
o Z
C

L

c

C

o

Usd "q
1ad
Al

b?éhwa,Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau

-

rﬁ?élawan hukum. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
l\g%rkotika menyatakan secara tegas bahwa,Narkotika hanya dapat digunakan untuk
k;bentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila Narkotika digunakan untuk
kepentingan pribadi atau tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana. Pasal 112 banyak

digunakan untuk menjerat para pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan Pasal 127

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering diterapkan pada

$#NS NIN

korban Penyalahguna Narkotika.

nu

Penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35

JOY UDS]|

'Ighun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak
ai;a;u melawan hukum. Penyalahguna Narkotika, untuk dapat menggunakan Narkotika

)

UaW DP UDNWNUDIUBW odudy 1Ul SN DAJOY Y

uad 'yoiwu| oA

HISD JaqUUINS UDHINGaA

b;;a)rarti Narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan

unsnA

@nyediakan. Tidak mungkin Penyalahguna Narkotika menggunakan Narkotika tetapi

ile;

0 i .
barang tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut,

odoj

uad 'unu

s@harusnya Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

W

d%{pat diterapkan pada Penyalahguna Narkotika. Pada praktiknya, penggunaan pasal
'®)
teisebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat

uosin

1A

dﬁerapkan untuk Penyalahguna Narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah
D)
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ng sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku

dak pidana, berlindung sebagai Penyalahguna Narkotika untuk menghindari sanksi

) 1|16 ['_):éil’;) NOH @

pidana yang lebih berat. Selain itu, belum adanya pengaturan detail mengenai

Ni=

&redaran Narkotika melalui media online ini, membuat masalah peredaran narkotika
_)

ma3|h mengacu kepada UndangUndang Narkotika. Di satu sisi, di dalam Undang-
gndang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum
r;éngatur secara khusus mengenai peredaran Narkotika yang dilakukan melalui media
online.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah
kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu
tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku
secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum
tersebut sungguh-sungguh positif.2® Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.
Iéfbtohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban
rgénusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan
dl;lmal serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang
a_da dalam masyarakat.*°Rule of Law memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam
Ig%nsep Eropa Kontinental diberi nama Rechtsstaat (Negara Hukum).

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

w
éerubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan Negara

2 Krisnajadi, Bab-bab Pengantar llmu Hukum Bagian |, (Bandung: Sekolah TinggiHukum
ndung, 1989), him. 60
30 Notohamidjojo, Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970), him.80- 82
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2 UI’“ )

uslle)

kum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta

~

@)

lxzﬁggara diatur oleh hukum. Dasar dari Teori Kepastian Hukum dan Negara Hukum

b

rgah Asas Legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang
&hkum Pidana. Berbicara mengenai Asas Legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang
l;éjrkaitan, yaitu: pertama, NullumCrimen, Nulla Poena Sine Lege Praevia prinsip ini
rg'engandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa
Ljﬁdang-Undang yang mengaturnya. Kedua, yaitu prinsip Nullum Crimen Nulla Poena
Sine Lege Scripta. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana
atau tidak ada pidana tanpa aturan UndangUndang yang jelas. Konsekuensi dari
prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis
secara jelas dalam UndangUndang.! Ketiga,prinsip Nullum Crimen Nulla Poena Sine
Lege Certa yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai
aturan Undang-Undang yang jelas.

5 Fungsi Asas Legalitas sendiri menjadi perhatian Schafmeister dkk, beliau
mienyatakan bahwa tujuan dari asas itu sendiri ialah untuk melindungi rakyat dari
p}ilaksanaan kekuaasaan yang tanpa batas dari pemerintah dengan menggunakan
@_J_kum pidana sebagai sarananya. Selain fungsi sebagai perlindungan, hukum pidana
féga memiliki fungsi sebagai pelaksaaan kekuasaan pemerintah yang diizinkan dalam
‘l;_ja-;tas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Fungsi Asas Legalitas sebagai

w
E@rlindungan. Perlindungan hukum tersebut memiliki fungsi yang ditujukan untuk

1l uo

31 Eddy OS Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, (Jakarta:
angga, 2009), him. 4 -5
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pentingan pelaku. Selama perbuatan mereka bukan merupakan perbuatan yang

OB YOH ®

2t

‘Alarang oleh Undang-Undang, maka pelaku tidak dapat dituntut, sedangkan fungsi

Al

/;sas Legalitas sebagai pembatasan ialah fungsi tersebut juga ditujukan untuk
@f_pentingan pelaku karena para penguasa tidak dapat menuntut pelaku yang telah
r?iglakukan Extra Ordinary Crime (kejahatan luar biasa),meskipun menimbulkan
Iéerugian bagi korban.??

- Berbicara mengenai kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal tersebut harus memiliki
suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan tidak
mengakibatkan multitafsir. Secara totalitas atau keseluruhan, kepastian hukum
terdapat bukan hanya pada bentuk dan isinya saja, melainkan pada kesemua sistem
yang digerakkan. Dengan demikian, dibutuhkan keterbukaan dari pembuat dan
pelaksana hukum, konsistensi, dan ketegasan bukan kekerasan. Dari situlah bisa
f_ﬁkatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya kepada orang sebagai Subjek Hukum
éiéu isi hukum sebagai Objek Hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan

@seluruhan Sistem Hukum, baik subjek, objek, dan proses bekerjanya hukum.

Bahaya yang dapat ditimbulkan dari kejahatan peredaran Narkotika yang

ALUN

3

Eérdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

&arkotika adalah dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Larangan-larangan

W

s}bagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah semua perbuatan dengan

32 Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas
galitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2014),him.6
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o
0
/\"
0,
tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau
Q
menyalurkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam
=
jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, I, dan Il karena sangat
=

l%ﬁ’embahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

0]V

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa

of

d?gngan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan, karena hukum juga berfungsi

f

menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan.
Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum  bisa
terlaksana, apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan,
yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil. Soerjono Soekanto
menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling
menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kesebandingan antara

kepentingankepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.3

¢

5 Peredaran Narkotika sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan,

) .
karena peredarannya sudah merebak kemana-mana tanpa memandang bulu, baik

Q

kjalangan atas hingga kalangan bawah, anak-anak, orangtua, maupun kawala muda,
tiﬁhkan sudah tidak mengenal profesi apapun itu sudah masuk pada sebuah lingkaran

® ) . . .
peredaran Narkotika. Peredaran Narkotika secara umum dipengaruhi oleh

Qérkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan komunikasi yang

W

r%xempengaruhi kebudayaan manusia. Kejahatan peredaran Narkotika dewasa ini pada

33 Fitri Resnawardhani, Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UndangUndang
mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jurnal Lentera Hukum, Vol. 6, No. 1, (April 2019), him. 126
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umnya merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan bertaraf

-

e

ternasional, regional, maupun nasional dan lokal yang semakin meningkat kualitas

AlET O

dan kuantitasnya. Menghadapi situasi dan kondisi demikian, diharapkan
Z
@nanggulangan yang lebih intensif, komprehensif,dan integral oleh seluruh aparat

ﬁénegak hukum terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya

O

@gmberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta mampu untuk
r;éngungkap dan memutus jaringan sindikat Narkotika.

Setiap manusia dalam hidupnya telah diberikan oleh Tuhannya berupa
pedoman berisi perintah dan larangan. Individu yang mematuhi perintah dan larangan
Agama akan memperoleh pahala dari Tuhannya dan sebaliknya yang melanggar akan
berdosa. Ajaran keagamaan dengan tegas ditentukan bahwa setiap orang harus berbuat
baik dengan mematuhi pedoman-pedoman yang telah digariskan dalam Firman Tuhan
melalui kitab-kitab suci dan Rasul-Nya, maka konsekuensinya adalah barangsiapa
)Z’ang melanggar dan mengingkari perintah Tuhan seperti membunuh, mencuri, berzina

één lain-lain, maka dia sendirilah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan jahat
o)

t§lrsebut.34 Jadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk

riiélakukan kejahatan pengedaran Narkotika sebagaimana yang telah dijelaskan di atas,

%ktor-faktor kejahatan tersebut bersumber pada ekonomi, kemiskinan, dan lingkungan

-

sosial.

w

]| U U|r

34 Gerson Bawengan , Penyelidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, (Jakarta: PT
;adnya Paramita, 1977), him. 20
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Pénerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika

Q

fi\)— Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi "Pengedar dan

Péngguna" UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan

S

t,gijhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psikotropika. M.Cherif Bossouni dalam
"éubstantive Criminal Law" mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu
=

@bijakan formulatif/legislasi,  kebijakan aplikatif/yudikatif, dan kebijakan
administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat

strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan

berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan
perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat) maka UU Narkotika/UU Psikotropika
yang berkolerasi pada "pengedar” dan "pengguna” terlihatsebagaimana Tabel 1 berikut

ind:
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Tabel 1:

[
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Strafsoort dan Straafmaat Bagi ""Penggedar' UU Narkotika

) 1[Il IO YOH B

it

1M

jenis sanksi/strafsoort bentuk sanski/straafmaat

Pidana penjara dan pidana denda | 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan
miliar rupiah).

2) Pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah) dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

TOUSK

I S1jN§ D.“-;QH Yrunjas NoLo upp uoio 3N A C N AL T e

IQUID( ©
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= 3 ditambah 1/3 (sepertiga).

‘3I%3asal 113,116 | Pidana penjara dan pidana denda | 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima)

: tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan paling banyak
Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).
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i S
“gk 0
g 5 Pidana seumur hidup atau pidana | 1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima)
) Q penjara dan pidana denda tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
>, tahun pidana denda paling sedikit
~ Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
< rupiah) dan paling banyak
é Rp.10.000.000.000.000,00 (sepuluh
c miliar rupiah).
= 2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 6 (enam)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana dendamaksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditambah 1/3 sepertiga) tahun dan
pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3
(sepertiga).

JUIDr

,
\

Pidana penjara dan pidana denda | 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
6.000.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).

2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda maksimum
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hidup, atau pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
maksimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

s w

8 o sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
> F D ditambah 1/3 (sepertiga)
a B 8" Pidana mati, pidana penjara 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat)
o pl21 3) seumur hidup atau pidana tahun dan paling lama 12 (dua belas)
< I = penjara dan pidana denda tahun dan pidana denda paling sedikit
g B3 C Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta
3 BE > rupiah) dan paling banyak
s B3 Rp.8.000.000.000.000,00 (delapan
c ke miliar rupiah).
z | 3 2) Pidana mati, pidana penjara seumur
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Pidana penjara dan pidana denda

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp.5.000.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

Pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima) tahun
dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

.
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t
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Pidana penjara dan pidana
denda

Pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
dan pidana denda paling sedikit
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).
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(25 é
§3 O Data Pengedar Narkotika Dipolres Tebo Pada Tahun 2021
: Q

B — I 3

0T 0 OR M=

QrpEe0 |~ IDENTITAS
3223 E: “NO WILAYAH JUMLAH UMUR/TH KETERANGAN
=] =3 =

28825 | »
35538 | S 16-19 | 20-24 | >25

] 3 KEC. TEBO

3 C TENGAH 6 - 3 3 PENGEDAR
5 = KEC. TEBO ULU 5 1 - 4 PENGEDAR
] KEC. TEBO ILIR 8 - 4 4 PENGEDAR
3 KEC. RIMBO
BUJANG 10 - 5 5 PENGEDAR
5 KEC. VIl KOTO 8 - 4 4 PENGEDAR
] KEC SUMAY 13 3 5 5 PENGEDAR
Q KEC. TENGAH

ILIR 7 - 2 5 PENGEDAR

Wawancara bersama bapak Gunawan Tri Laksono, pegawai Kasat Resnarkoba

Polres Tebo® Salah satu kasus pengedar narkotika di tebo yang ditangani polres tebo

0P Ul SIINE DAIOYN Yrun|as

yaitu transaksi narkotika di daerah rimbo bujang yang melibatkan dua orang tersangka.

UoouUaL

3 %5 h
& B¢ Kronologi kejadian, pada sabtu 13 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB tim
a 37 Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba
t o 3 d} jalan Perintis RT 7 Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang,
> O
g ";-'-J -
g 2¢& Kabupaten Tebo.
Q Sz
- j 5 Z Kemudian tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan sekitar pukul
w ~ O
S 2a O
a 58 14.30 WIB. Dalam penangkapan tersangka berhasil mengamankan 14 paket kecil
= * sabu-sabu. Selanjutnya tim Satresnarkoba langsung melakukan pengeledahan di
S 5
3 =
~ = 3 Wawancara dengan bapak gunawan tri laksono, pegawai Kasat Resnarkoba Polres Tebo, 14
fé)ruari 2022.
= %
I Q
g
Q.
& 3
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umah Sutrisno Bin Wagio Agung Di Jalan Patimura RT 4 RW 6 Kelurahan Wirotho

Q

A_‘gung, Kecamatan Rimbo Bujang. Dari hasil pengeledahan tersebut tim berhasil
=
mendapatkan 5 paket sabu-sabu berukuran sedang.

SN

~

S

3 Selanjutnya tim langsung menangkap satu orang kurirnya atas nama Herianto

Bin Suhami. Yang selama ini mengambil sabu-sabu yang berinisial A di pelayanan

-]
muaaro bungo yang telah dibeli atau dipesan oleh sutrisno.

Barang bukti yang berhasil diamankan 5 paket narkotika jenis sabu-sabu,
kemudian 14 kecil-kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 43.67 gram. Kalau
dirupiahkan kurang lebih Rp. 50 juta. Selanjutnya 4 pak pelastik klip baru, satu unit
timbangan digital merek HWH, satu buah dompet emas, satu buah botol elips, 2 buah
sendok pipet, 1 unit HP merek Samsung warna putih, 1 unit HP nokia 105 warna

hitam, satu buah tas selempang warna coklat, dan sebanyak Rp. 800 ribu uang tunai.

o Tersangka melanggar pasal 114 ayat 2 dan atau 112 UU Rl NO 35 tahun 2009
t@gtang Narkotika. Pasal 114 ayat 2 hukumanya minimal 6 tahun penjara, hukuman
3

nf,f%xksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian pasal 112 ayat 2,

(-
hikumanya minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

~
-
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negakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika

e/
NIIW DIEID JOH ©

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk dilakukannya upaya tegaknya

(e

éi'du berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman pelaku dalam

-

F 1040

s JyDAubcuadwaw Bu

S

I:Iu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

7
L

~

bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak

-
F&ﬁl 36
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0q
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Q
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Q
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Q
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Sejak Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu, regulasi atau kebijakan

tentangnarkoba sudah beberapa kali diperbaharui. Hal itu dilakukan disebabkan

8 ¢ ; kejahatan narkoba berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan.
j:- 83 = Oleh pemerintah negara-negara di mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, sepakat
; f: bahwa perang terhadap bahaya narkoba harus ditingkatkan dengan berbagai upaya dan
— jEJ strategi, karena narkoba sudah merasuk masuk ke dalam urat nadi masyarakat
i o :—: 1 ndonesia.Pemerintah  Indonesia melakukan terobosan kebijakan atau disebut
® B¢ Q

; ; i{ @Qbijakan Kriminal dalam berbagai kesempatan. Yaitu dengan menerbitkan Undang-
: é’j é)ndang khusus tentang narkoba. Saat ini, Undang-Undang yang diterapkan adalah
;: : ; Qndang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai revisi dari Undang-
:J : :’ é;ﬁdang No. 5 dan No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika. Dalam
§ g i ‘p;énerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemakai narkoba
g E : fgolong Pecandu akan mendapat rehabilitasi dan dianggap sebagai kategori bukan

IQuUOf

uo

1A

2 A

36 Dellyana dan Shant, Konsep Penegakan Hukum. (Yogyakarta: Liberty, 1988), him. 32
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laku kriminal, yang harus mendapat sanksi penjara sebagaimana dalam Sistem
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A_radilan Pidana (Criminal Justice System).

b

™

Pada Undang-Undang Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian

N:‘

F 1040

S 3y DAUBCUadwWaw Bu

Eéngedar Narkotika, akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa,
If?éngedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan

;;fgnyerahan narkotika. Secara luas, pengertian Pengedar tersebut juga dapat dilakukan

D

Tald

1D UDP uoIDH

dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut,

juadsy ynun o

menyimpan, menguasai menyediakan melalakukan perbuatan mengekspor dan
mengimpor narkotika.®’

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat
digalakkan. Peredaran Narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang
dewasa, akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena
seperti itu maka yang paling berperan adalah Pemerintah, swasta, maupun masyarakat
éﬁar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam Bab XV Undang-
@ndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dampak dari penyalahgunaan
a
%rkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan korupsi, dimana
Icg__éiduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus

Q. . . . . . . .
markotika masih menjadi tren atau masih dominan diantara beberapa kasus kejahatan

-

ataupun pelanggaran lainnya, dan itupun hanya sebatas kasus yang terungkap atau

w

oyINg NIN Wzl oduoy und

IQuUOf

J U Uir

37 Lilik Mulyadi, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba, Hakim PN Jakarta
ara”. 2012. Vol. 1, him. 315
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2 UI’“ )

=

erdata. Sudah bukan rahasia lagi, bahwa banyak kasus narkotika yang diselesaikan

cara “damai” sehingga kasus tersebut tidak terdata (dark number). 38

™~
!

, >|w|fs DIBID

Pasal 114 dan Pasal 119 mengatur tentang Tindak Pidana Pengedar Narkotika

NI

ﬁitu: Pasal 114 Ayat (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

"\

b%ll menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
p_enjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Ayat
(2) “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima  Narkotika
Golongan | sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam
lfﬁntuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,
p]dana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan
pﬁ%ling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud
é@{da ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Pasal 119 Ayat (1) “Setiap orang Yyang tanpa hak atau melawan

kummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Iam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan |1, dipidana dengan

38 Wendra Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan
atObatTerIarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan
Dan Kedaulatan Negara”, VVol. 14. No. 1, (Maret 2017), him. 3.
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dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan

oIa 7
1

—
O

Lo
© O

paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Ayat (2) “Dalam hal
=

adwaw Buos

pérbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
)

diaﬁam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Il sebagaimana

®)

DAUDCY

d??naksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan
paana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Dalam pasal tersebut, dapat dibuat konstruksi varian Tindak Pidana Narkotika

dengan kualifikasi sebagai berikut; Pertama, unsur subyek tindak pidana, yakni setiap

UOL Ul SN

C
=
w
C

orang. Kedua, unsur perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

uaw od

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

JOY UDSIINUSC

? A : C-;_ﬁlongan | dan Golongan 11”.

f i E %tiga, unsur kesalahan yakni dengan sengaja.

t if Ig:%empat, unsur melawan hukum yakni melawan hukum formil maupun melawan
ij E ” higkum materiil artinya “perbuatan yang melanggar aturan UndangUndang yang
; : fj t(%;tulis maupun Undang-Undang yang tidak tertulis.

Z 83 <

f 9 ? ©  Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk
3 58 o

rr%nanggulangi kejahatan, seperti penyalahgunaan narkoba adalah juga sebagai bentuk

IqUIOf

D

uosin

rgjksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu adalah pola bentuk tindakan

m?asyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat, yang dibentuk secara
D)
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3o

ormal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal

-

rhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh

A1B) D

Eembaga Kepolisian, Lembaga Kejahatan, Badan Peradilan, dan Lembaga
génghukuman atau Pembinaan Narapidana.®® Kemudian dalam prakteknya selama ini,
gstem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) masih menjadi aktor utama dalam
lgé'engatasi kejahatan, demikian juga halnya dengan penanggulangan penyalahgunaan
n_arkoba. Di pihak lain, aktor-aktor non-SPP belum banyak dilibatkan.

Peran Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengendali kejahatan hanya
merupakan salah satu sarana saja dalam Politik Kriminal khususnya (yang bersifat
penal). Lembaag SPP dalam hal hanya difungsikan terkait recorded crimes.
Fungsinya-pun kadang-kadang tidak dapat bersifat maksimal (total enforcement),
sebab dalam rangka menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (public order) dan
hak-hak individual (individual right), maka batas-batas penegakan hukum dibatasi

czfeh ketentuan-ketentuan yang ketat.

Dengan kata lain, Kebijakan Kriminal untuk menanggulangi penyalahgunaan

DIS| 2

Bjarkoba, tidak harus selalu mengedepankan proses hukum yang berkaitan dengan
éjStem Peradilan Pidana. Sarana-sarana lain pun diharapkan dapat berfungsi dan

0 . . . . .
memberikan jalan keluar, seperti menggunakan sarana non-penal yang seringkali

-

@sebut sebagai Pencegahan Tanpa menggunakan Pidana (prevention without

w

DU

U U

‘ 3% Mustofa, Muhammad, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku
enyimpang dan Pelanggaran Hukum, (Fisip Ul Press, 2007), him. 44.
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0,
punishment).** Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjamin Penyalahguna
Q
Narkotika yang ditangkap Penyidik Narkotika (Penyalahguna Narkotika yang
—

(G
@I

rmasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian

N

&jtuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin Penyalahguna Narkotika dihukum
é’habilitasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit
éplitik Hukum Pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana
d_alam Pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang
harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:
a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan
dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan

diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap Narkotika.

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan

g?Narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan
giNarkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi, khususnya
i,terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yaitu mereka yang dipaksa, ditipu
;{iuntuk menggunakan Narkotika, menyelamatkan Penyalahguna Narkotika
0

-1 khususnya yang dalam keadaan ketergantungan Narkotika,, baik fisik maupun

-

é psikis.

w

40 Muladi, Kapita Selekta Sisitem Peradilan Pidana, (Semarang, Undip, 1995), him. 4.
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83 ¢ Memberantas peredaran gelap Narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah
: Q
o a 5 ;f Sterhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, kurir, pengedar,
w00 X
f 3 j % Cdan mereka yang memperdagangkan Narkotika.
=532 <
Q0 3) ; d?f: Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial bagi
2 f:: SPenyaIahguna dan Pecandu. Pada prinsipnya, Penyalahguna untuk diri sendiri harus
cga Q
‘,’i f g’direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai Pecandu
53as
298 Narkotika. Sementara, Pecandu Narkotika yang tidak direhabilitasi akan merugikan

masa depan diri mereka sendiri, serta masa depan bangsa dan Negara.
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BAB V
KESIMPULAN

Kesimpulan
& Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab bab sebelumnya maka
q%pat disimpulkan hal hal sebagai berikut:
O
1. Faktor pelaku melakukan transaksi narkotika

a. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang

tentang akibatnya dikemudian hari

b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran

c. Keinginan untuk bersenang-senang

d. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya hidup

e. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok
¢« f. Lari dari masalah, kebosanan atau kegetiran hidup
o
”D g. Pengertian yang salah bahwa mencoba sekali-kali tidak akan menimbulkan
a
5 masalah
=.
< h. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau

kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika dan psikotropika, dan
i. Tidak dapat atau mampu mengatakan “tidak™ pada narkotika dan psikotropika
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan

perumusan lamanya sanksi pidana (straafmaat) maka UU Narkotika/UU

IPPNIDS DYDY UDYIMS JO ALISISAIL

T U

~
-



IR
NIOONAVE VHYHL NYHIS
3 0IN MVIS SYLSHIAN

oIa 7

Dges yoAubcuadwaw Bun:

Ul SI|NE DAJDY Yrun|as noio uop uoinh

oYINg NIN wzi oduoy undodo yniuaq wojop

IqUIOf

ad’

U

JOY US|

uad 'yoiwu| oA

NQaAUSW DD UDYWNIUDIUSW DAUD] IL

unsnAi

uo

yy uosynuad 'uniodoj

NOLO X

JiL

1 N1oNS uonofl

(SO 18quUNs UoHL

£ 60
ot
e
Q
Q.
O Psikotropika yang berkolerasi pada "pengedar” dan "pengguna” terdapat pada pasal

Al ©

3111 sampai 125.

.SPenegakan Hukum Terhadap Pengedaran Narkotika

Untuk menjamin Penyalahguna Narkotika dihukum rehabilitasi, Undang-

UINS NI

O)
.l

. Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencantumkan secara eksplisit Politik Hukum

o)

> Pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana dalam Pasal

<
)

~

4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus

dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan Kkesehatan, ilmu
pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan
kesehatan diatur dan diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran

gelap Narkotika.

o

1DIS

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

3

penyalahgunaan Narkotika. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum
menggunakan Narkotika dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi,
khususnya terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yaitu mereka yang
dipaksa, ditipu untuk menggunakan Narkotika, menyelamatkan Penyalahguna
Narkotika khususnya yang dalam keadaan ketergantungan Narkotika,, baik fisik

maupun psikis.
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c. Memberantas peredaran gelap Narkotika. Memberantas dalam hal ini adalah

terhadap peredarannya yang didalamnya terdapat bandar, produsen, Kurir,

3w D}

-

pengedar, dan mereka yang memperdagangkan Narkotika.

iodynBusad "q

UingS NIr

B{:‘{Saran Saran
gAdapun saran saran penulis sebagai berikut:
- 1. Bagi penengak hukum, hemdaknya tegas dalam memberi sanksi terhadap
pelaku kejahatan narkotika, karena bahaya yang ditimbulkan bukan saja

merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain , bahkan merugikan

tatanan kehidupan berbangsa dan masyarakat.

JOY Yrun|e
Ul SijNg DAIOY

2. Bagi pemerintah dan aparat penengak hukum diharapkan dalam pemberlaku

JOL |

an hukum mati bagi kasus pengedar narkotika jangan hanya diaanggap

sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu

IQUIDI DYINS NI JoloA

wnNiuosuaw oduo

kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepekatan psikologis hukum, serta

pengawasan yang ketas terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya

undodo Jnuag Wojop Ul SNt DA

memikirkan ini dengan baik.
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Bagi masyarakat secara umum, hendaknya berkerja sama dengan aparat

kepolisian terhadap segala tindakan penyalahgunaan narkotika, agar

masyarakat terhindar dari perbuatan yang dapat membahayakan kehidupan
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@ Hak cipta B“___x UIN Sutha Jambi " State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya uniuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya iimiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau finjouan suatu masalah.
sumanmanasacuoon  D- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
e 2. Dilarang memperbanyak sebagaion dan atau seluruh karya tulls ini dalam benfuk apapun fanpaizin UIN Sutha Jambi




